
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIHAS PENAI{AMA}I MODAT DAN

PEITYATTIAN TTRPADU SATU PIIUTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAI\IAN IVIODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEI{ BANYUI\NAS

NCIMOR 500 1 6 7 .2tAA3tpKBtV'!_B/\li2a25

TE NTANG

IZ .J PENYELENGGARAAN SATUAN PENEIDIKAN NONFORfu4AL
PKBM NURUL UIUMAH KALIORI

KEPAIA DINAS PENANAMAN MCDAL DAN
PEI-AYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Ketua yBM sAulv{ Nornor:
1aqA-2N BMSAUM filtz025 perihal . permohcnan pendirian
PKBM, mengajukan pendirian pendidikan nonfcrmal;

berdasarkan hasil vertifikasi kerengkapan administrasi dan
tinjauan lapangan oleh tim visitasiyang dilaksanakan oleh rim
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, Dinas pendidikan
Kab. Banyumas merekomendasikan Fendirian satuan
Pendidikan Nonformal yayasan Baitul [fall sahabat urnat
dengan surat rekomendasi Nomor; 400.3.3 Aa13naz5 pada
tanggal 30 April 20zs perihal pKBlvl t{urul ummah Kaliori;

bahw* berdasarkan per-tin:bangan s*bagainrana huruf a dan
huruf b. maka pei'lu menetapkan Kepi=.rtusan Kepala Dinas
Penanaman Macial dan Feleyanan Terpadu satu Fintu
i(abupaten sanyumas tentang lzin yeyasen Baitul futaii
Sahabai Unrat,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 'i950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan provinsi Jawa-T-^^^^r

-^:z'l---l3nl \3m3i 2C Tahrn 2aA3 tenranq Sistem

: a- ca.a. r_3.-:c3.3r-r Negara Nomor 43C1):

unoarg-Ur'"roang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang
Pemerrntanan Daerah (Lembaran Negai-a Republik lndonesia
Tahun 2a14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor sEgT) sebagaimana teiah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-gndang Nornor
11 Tahun 2a2a tentang cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun zaza Nomor z4s. Tambahan
Lembaran l\egara Repr"rblik lndonesia Nomor 6573);

b

U.

Ir



4" Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 1S92 tentang Peran
Serta Masyarakat dalarn Fendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesian Nomsr 3485);

5. Peraturan Pernerintah Republik lndonesia Nomcr 19 Tahun
2005 tantang Standar Nasional Fendidlkan (tembar Negara
Repub,lik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

6" Feraturan Pemerintah Republik lndoensia Ncmar 17 Tahun
?r.;1G tentang Per:ge!*laan dan P*nyeler"rggaraan Fendidikan
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun zCI10 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahi
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomsr 17 tahun 2A1A Tentang Pengelolaan darr
Fenye!enggaraan Pendidikan (lembai'an Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 112'; .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2A25 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2A25 Ncnrcr
OR\,vv/.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nornor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik lndon*sia
Tahun 2013 Nonnor 877);

9 Peraturan Daerah .Kabupaten Banyumas Nonror 16 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan $usunan Ferangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (l*ernbaran hlegara Nomor 1 seri D
Regionai Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomc:' 7

Tahun 2019 teniang Pelubahan Atas Peraturan Daeiah
Kabupaten Banyr-rmas Nomor 15 Tahun 2C'e :e.:a.l
Pembentukan dan Susunan Perang<at Daere^ t-=-':z:a
Daerah Kabupaten Ban.vu-as T3" ' - 2 -' ? l'r: -:' -
Tanibahan Len barar Dae.a- Kat-c3:3- Ba- ' --as \.:-l'
lii

10 Peraturan Bupai Bany,;rl.as Ncr- o: ?e-ai;'er. B-cal,
Banyumas Ncmor 3r Tahur 212't lentang Pe tm pahan
Keivenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Drnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuma* {Bei-ita *a*rai:
Kabupaien Banl;un:as Tahun 2*?'! ld*m*r 37) s*hegaimana
tetah diubah Perat*ran Bupati Banyun"'lae N*m*r 13 Tahun
20?3 tentang Felimpahan Kew*n*ngar: PenyelengGara*n
Ferizinan dar: Nan P*rieinan K*p*da K*pal* *in**
FenanarRan M#ai dan Pelayanan Terpadu Saiir Fintu
Kabupat*n Banyurnas {Berita Daerah Kabupaten Sanyt-;mas
Tahun 2023 Nomcr 13).
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NTENETAPKAN

KESATU

KHDUA

MEMUTUSI{AN

fi/lemberikan lzin Fenyeienggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
kepada :

Nama SPNF : PKBt\rl NURUL UL4IVIAH KALIORI

Aiarnat SPNF : Desa Kaliori Kec. Kalibagor Kab.
Banyumas Prov. Jawa Tengah

Nama Penyelenggara : Yayasan Baitui h/lall Sahabat Umat

Nomoi"lnduk Berusaha . 1411230025679

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan

Pemegang lzin sebagairnana dimaksud diktum KESATU
berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut.

A. Kewajiban

1. Mernatuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan nonformal yang ditetapkan
Pemerintah.

2- fiJlemberikan layanan pendidikan yang berrnutu dan akses
dengan pendidkan bagi masyarakat kurang mampu sesuiai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan
kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan;

4. hi'lelaksanakan dan rnematuhi setiap peraturan daniatau
perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh
Femerintah;

5. Menjadlkan sekolah sebagai wryata mandaia dalam rangka
membangr-rn karakter dan nasionalisme;

5. fi/lerniliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang
memadai,

7. lrllenyediakan Alat Peraga Edukasi luar dalam dan sarana
belajar lainnya;

6. ti4emiiiki kemampuan pembrayaan yang memadar

I [/]empL]nyai stemoel lembaga pendrc !ar^

',: i,le" asa.! iaca: -aoa e*caEe ce^l I /a-
B Larangan

a. Mendirikan dan/atau menambah.leris kegiatan tanpa izin dan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaciu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

b. tVlemindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa lzin Kepala
Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas;
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c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas
Penanaman hflodal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Banyumas;

d^ Tidak n'lelakukan kegiatan pembelalaran selarna Z {dua)
tahun berturutturut tanpa keterangan yang sah;

€. Itrleianggar aturanlketent,i** p*ni,rel*ngger*ail p*r:di#ikan
sesu*i d*ngar'i ped**:an senyeler-:ggerfrai'! yang beriakr-:.

izir-r yang dirn*k*ud diktunr KE,*ATU #apat *ie**,;t dan dib*taikan
apabila .

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan yang ditetapkan dalam k*putusan ini;

2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pernberajaran dan
pendidikan selama 2 (dua) tahun benturut-turut tanpa alasan yang
dapat d iBertangg ungjawabkan ;

3. L*mbag* ticj*k ir":*r:gajuk*r: akr*ditaei k* B**an Aki=editasl
l{*si*nai s*suai pei-aturen r*run*angan }.frn# beriaF,.u *eiaix*at-
lar:tbatr:ya.5 i!ima] tahun s*j*k ke*ut*s*n ini #ikci==r-i{.an,

4. L*mbag* sudah tidak iagi r**;"i.'i*tr_:hi p*;-syaraten p*;:diri*n
len"lhaga;

5. izin diperoleh secara tidak sah"

Keputus*n ini d*pat dicabut apabila daiam penyel*nggfiraafl
kegiata* pendidikan nonfcrmal tcrdapat kegiatan-kegiatan yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perur:dang-undangan
yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Purwokerto

5 frlei 2A25

a.n BUPATI BANYUMAS
PIt. KEPAI.A DINAS PENANAMAN MOD,AL DAN

P SATU PINTU

KUSUMAWATI

Tembusan
'1 Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian

Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator \fUilayah Kecamatan Dinas pendidikan Kalibagor ;

6. A$lp,

Pendidikan,


